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 ABSTRAK 

ANDI MUH. TAUFIQ 04020220568 “ANALISIS HUKUM HAK DAN 
KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN 
KOMPILASI HUKUM ISLAM” Dibawah Bimbingan (Prof. Dr. Muhammad 
Rinaldy Bima,S.H.,M.H) sebagai ketua Pembimbing dan (Muh. Zulkifli 
Muhdar, S.H.,M.H) sebagai Anggota Pembimbing. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum perkawinan yang 
tidak terdaftar namun telah didaftarkan melalui itsbat nikah dari perspektif 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHI) serta mengeksplorasi dampak 
hukumnya terhadap hak istri dan anak setelah proses pendaftaran selesai. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang 
berbasis norma. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan 
statutif dan konseptual untuk meninjau norma hukum dalam Kompilasi 
Hukum Islam. Sumber data berasal dari bahan hukum primer dan sekunder 
yang dikumpulkan melalui tinjauan literatur. Analisis data dilakukan secara 
kualitatif untuk menggambarkan secara sistematis perlindungan hak bagi 
orang-orang yang terlibat dalam pernikahan tanpa registrasi namun 
mendaftarkan diri melalui mekanisme hukum yang berlaku. 

Hasilnya menunjukkan bahwa, berdasarkan Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2006, 
pernikahan yang tidak terdaftar dapat terdaftar melalui pengajuan ke 
Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum. Secara normatif, 
registrasi merupakan kewajiban administratif yang bertujuan untuk 
kesejahteraan umum (maslahah mursalah). 2. Serta pernikahan memiliki 
dampak hukum berupa pemulihan hak-hak sipil. Istri memiliki hak untuk 
mendapatkan pemeliharaan, mewarisi harta, serta berbagi dalam harta 
bersama, sedangkan anak-anak mendapatkan perlindungan mengenai 
keturunan dan hak sebagai anak yang dilindungi oleh negara. 

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, studi ini menunjukkan bahwa 
pernikahan yang tidak terdaftar, dari perspektif normatif, tidak memberikan 
perlindungan hukum yang lengkap hingga pernikahan tersebut secara 
resmi diakui. Sistem pendaftaran adalah alat untuk melindungi hak-hak 
warga dan anak-anak. Secara normatif, KHI membutuhkan pasti hukum 
melalui registrasi agar mengurangi dampak negatif terhadap wanita dan 
keturunannya. 
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ABSTRACT 

 

ANDI MUH. TAUFIQ 04020220568 "LEGAL ANALYSIS OF THE RIGHTS 
AND POSITION OF CHILDREN IN UNSECRET MARRIAGES BASED ON 
THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW" Under the ongoing guidance of 
(Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H) as the Chief Advisor and 
(Muh. Zulkifli Muhdar, S.H., M.H) as the Advisory Member. 

This study aims to analyze the legal status of unregistered marriages 
registered through marriage confirmation from the perspective of the Islamic 
Law Compilation (KHI) and to examine the legal implications in court 
regarding the rights of wives and children after registration is officially and 
openly conducted in the Religious Court. 

This research method uses a juridical-normative legal research method. 
The approaches used include a statutory approach and an approach in the 
Compilation of Islamic Law, protecting the rights of those involved in 
unregistered marriages who register through applicable legal mechanisms. 

Research Results Based on these findings, this study indicates that 
unregistered marriages, from the perspective of the normative Islamic Law 
(KHI), do not provide comprehensive legal protection before the marriage is 
officially declared. Legal certainty through registration is essential to 
minimize harm to women and their descendants. 

Research Recommendations: The obligation to provide maintenance 
remains in place for both parents, and the mother's full custody rights remain 
for minor children, who are still recognized. Research involving unregistered 
marriages, in principle, provides space for children born of unregistered 
marriages to exercise their rights through the official marriage registration 
procedure. Implementation in the field remains hampered by social and 
administrative factors. Comparing regulations in Indonesia with those in 
other Muslim countries such as Malaysia or Saudi Arabia, the KHI provides 
space for children born of unregistered marriages to exercise their rights 
through the official marriage registration procedure. 

 

Keywords: unregistered marriage, child support, marriage confirmation, 
marriage registration, origin of children, marriage validation, marriage 
confirmation, Indonesian law 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

   ketentuan tentang perkawinan tidak terdaftar dalam Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 berasal dari perubahan terhadap 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 1. 

Perkawinan yang sah jika diakui dilakukan sesuai dengan ajaran 

agama atau keyakinan kedua pihak, dan diikuti kewajiban untuk 

mendaftarkan perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan 

peraturan-undangan. Pendaftaran ini memiliki peran penting karena 

tidak hanya mengakui sahnya pernikahan dari segi agama, tetapi 

juga mendapatkan pengakuan dari pemerintah, sehingga memiliki 

dampak hukum bagi suami, istri, dan anak-anak yang dilahirkan 

dalam pernikahan tersebut. Jika pernikahan hanya dilakukan secara 

agama tanpa terlebih dahulu dicatat oleh pihak yang berwenang, 

maka status pernikahan tersebut disebut pernikahan yang tidak 

tercatat atau pernikahan tidak terdaftar. Meskipun sah dari segi 

agama, jenis pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum di mata 

pemerintah dan dapat menimbulkan berbagai masalah hukum di 

masa depan. Reformulasi berikut: 

“Undang-undang No. 16 tahun 2019 tidak secara langsung 

menggunakan istilah ‘pernikahan tidak terdaftar’, tetapi dengan 

7
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menyatakan ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 

tahun 1974 yang mensyaratkan Pencatatan setiap”. 

Pernikahan yang tidak terdaftar tidak diakui secara sah menurut 

hukum. Pernikahan yang dilakukan di bawah hukum Islam tidak 

memberikan perlindungan hukum yang sama seperti pernikahan yang 

terdaftar secara resmi, termasuk hak-hak penting seperti hak bersama 

atas harta, kewajiban pemeliharaan, dan hak pewarisan. Dampak 

paling serius dari pernikahan yang tidak terdaftar dirasakan oleh anak-

anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak-anak tersebut secara 

hukum tidak secara otomatis memiliki hubungan yang diakui dengan 

ayah biologis mereka. Dalam dokumen resmi seperti surat kelahiran, 

nama ayah tidak bisa ditulis tanpa melewati proses pengadilan untuk 

menentukan secara hukum. 

Permasalahan ini sangat merugikan anak-anak, karena bagi mereka 

untuk memperoleh hak-hak dasar seperti hak untuk pewarisan, 

identifikasi identitas, dan akses terhadap layanan sosial, pendidikan, 

serta perlindungan hukum lainnya. 

Oleh karena itu, pentingnya mendaftarkan pernikahan secara resmi 

tidak hanya untuk mengakui pasangan tersebut, tetapi juga untuk 

memastikan perlindungan hukum dan kepastian bagi anak-anak 

sebagai generasi berikutnya yang berhak mendapatkan hak dan 

perlindungan penuh dari pemerintah. 

9

19
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Sedangkan pernikahan Islam diakui secara sah dalam ajaran agama, 

namun negara tidak memberikan pengakuan hukum karena 

pernikahan tersebut tidak terdaftar secara resmi sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Keadaan ini mempunyai akibat hukum yang 

cukup besar, khususnya bagi anak yang lahir dari perkawinan 

tersebut, karena status hukumnya menjadi tidak jelas tanpa adanya 

persetujuan hukum atau putusan pengadilan. Oleh karena itu, 

pendaftaran pernikahan bukan sekedar prosedur administratif biasa, 

tetapi merupakan kewajiban hukum penting untuk melindungi hak 

seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak. Pernikahan adalah 

peristiwa hukum yang penting dalam kehidupan manusia, karena 

merupakan dasar dari keluarga, yang menjadi landasan kehidupan 

sosial. Dalam hukum Indonesia, peraturan mengenai pernikahan 

diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini menekankan bahwa 

pernikahan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan 

kepercayaan masing-masing dan harus didaftarkan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan hukum agama, perkawinan di masyarakat Indonesia 

sering dilakukan dengan mengikuti aturan agama tetapi tidak terdaftar 

oleh pihak yang berwenang. Perkawinan tersebut dikenal sebagai 

5
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perkawinan yang tidak terdaftar, atau disebut juga sebagai perkawinan 

"siri". Perkawinan yang dilakukan secara agama dianggap sah secara 

agama jika memenuhi syarat dan prinsip pernikahan, namun secara 

hukum tidak memiliki kekuatan hukum karena belum tercatat sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Peraturan mengenai pernikahan 

dalam hukum Islam di Indonesia juga diatur dalam Kompilasi Hukum 

Islam, yang secara eksplisit menekankan pentingnya pencatatan 

pernikahan. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 dan 6 yang menyatakan 

bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan untuk menjamin tertibnya 

perkawinan dalam masyarakat umat Islam. Pencatatan perkawinan 

mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai alat bukti hukum yang 

dapat memberikan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak 

yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Masalah hukum kemudian 

muncul ketika seorang anak lahir dari pernikahan yang tidak terdaftar. 

Anak-anak adalah anugerat dan hadiah dari Tuhan serta berhak 

mendapatkan perlindungan, pengakuan, dan kepastian hukum 

mengenai status dan jabatan mereka dalam keluarga dan masyarakat. 

Namun, karena pernikahan orang tuanya tidak didaftarkan secara 

resmi, anak-anak yang lahir dari pernikahan tidak terdaftar sering kali 

menghadapi berbagai kesulitan dalam memperoleh hak-hak mereka 

secara konstitusional. Latar belakang. Selain itu, ketentuan mengenai 

status anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak 

2
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yang lahir dalam atau akibat pernikahan yang sah. Kumpulan status 

orang tua dalam perkawinan siri seringkali menimbulkan berbagai 

permasalahan hukum, antara lain permasalahan yang berkaitan 

dengan nasab, hak waris, nafkah, dan pengakuan hukum terhadap 

anak. Dalam beberapa kasus, anak-anak yang lahir dari pernikahan 

tidak terdaftar hanya memiliki hubungan sipil dengan ibunya, 

sedangkan hubungan hukum dengan ayahnya menjadi tidak jelas jika 

tidak ada pengakuan atau putusan dari pengadilan. Ini pasti bisa 

berdampak buruk pada anak. **Ulasan dalam Kaitan dengan status 

dan hak anak-anak yang lahir dari pernikahan tidak terdaftar sesuai 

dengan Kompilasi Hukum serta apa saja perlindungan hukum yang 

dapat diberikan kepada anak-anak tersebut. Analisis ini penting untuk 

memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai status hukum 

anak serta upaya perlindungan yang dapat dilakukan anak-hak anak 

tetap terpenuhi sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan 

hukum. 

Q.S  An-Nisa ayat 1: 

كَثِيرًا  رِجَالاً  مِنْهُمَا وَبثََّ  زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلقََ  وَاحِدَةٍ  نفَْسٍ  مِنْ  خَلقَكَُمْ  الَّذِي  رَبَّكُمُ  اتَّقوُا النَّاسُ  أيَُّهَا يَا  

َ  وَاتَّقوُا ۚ◌  وَنِسَاءً  َّစ إِنَّ  ۚ◌  وَالأْرَْحَامَ  بِهِ  تسََاءَلوُنَ  الَّذِي  َ َّစ  َارَقِيبً  عَليَْكُمْ  كَان   

Tujuan: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah 

menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan darinya Allah 

menciptakan pasangannya (Hawa), dan dari keduanya Allah 

2

4
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mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 

Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling 

meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya 

Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” 

Hadis Nabi Muhammad SAW 

Rasulullah SAW bersabda: 

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, 
maka menikahlah; karena menikah lebih dapat menundukkan 
pandangan dan memelihara kemaluan.” (HR. Bukhari dan Muslim). 
Hadis lain: 
“Umumkanlah pernikahan dan adakanlah di masjid.”   

 (HR. Tirmidzi) (Dinukilahkan oleh Tirmidzi) dan Pasal 113 dari 

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu karena: Meninggal, Bercerai, 

atau Keputusan Hakim. Pembubaran perkawinan adalah akhir dari 

hubungan perkawinan antara seorang suami dan istri yang tidak 

disebabkan oleh kematian salah satu pihak, tetapi berdasarkan 

keinginan dan keinginan kedua pihak. Perceraian, yang merupakan 

penyebab pemutusan pernikahan dalam praktiknya di Pengadilan 

Agama, bisa terjadi karena permohonan cerai atau berdasarkan 

gugatan cerai (Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam). Pemisahan yang 

dilakukan oleh suami disebut perpanjangan melalui talaq, 

sedangkan perpanjangan yang dilakukan oleh istri disebut 

persyaratan perpanjangan. **Pembatalan perkawinan menurut 

hukum Islam dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Pasal 39 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: 

1

1

1
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Cerai hanya bisa dilakukan di hadapan pengadilan setelah 

pengadilan tersebut telah mencoba dan gagal menyatukan kembali 

kedua pihak. "Untuk mendapatkan cerai, harus ada alasan yang 

cukup bahwa suami dan istri tidak bisa tinggal bersama lagi sebagai 

suami dan istri."Peraturan tersebut menjelaskan bahwa perceraian 

baik cerai talak maupun cerai gugat, harus dilakukan di depan sidang 

Pengadilan Agama Keharusan tersebut diharapkan agar dapat 

memperjelas sebab-sebab dari permohonan maupun gugatan 

perceraian tersebut, serta agar hakim dapat berupaya mendamaikan 

kedua belah pihak (suami dan istri) melalui proses mediasi, karena 

jika mediasi berhasil itu artinya kedua belah pihak sepakat bersama 

kembali dan dapat mengurangi terjadinya perceraian sehingga 

kekekalan dalam rumah tangga dapat terwujud, walaupun 

perceraian itu diperbolehkan namun hal tersebut merupakan sesuatu 

yang tidak disukai Allah. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah Pengaturan  dalam perkawinan siri yang tidak 

dicatatkan menurut kompilasi hukum islam  di Indonesia? 

2. Bagaimanakah dampak hukum terhadap hak Dan  Kedudukan 

anak dalam perkawinan siri menurut kompilasi hukum islam di 

Indonesia? 
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C. Tujuan Penelitian  

rumusan masalah diatas, maka dapat  metode tujuan dari 

penelitian ini adalah. 

1. Menjelaskan dan mengetahui Pengaturan dalam perkawinan siri 

yang tidak dicatatkan menurut kompilasi hukum islam  

2. Menjelaskan dan mengetahui dampak hukum terhadap hak Dan  

kedudukan anak dalam  perkawinan siri menurut kompilasi hukum 

islam. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoretik penelitian memberikan panduan bagi hakim, 

advokat, dan notaris dalam menangani kasus perceraian siri, 

seperti pembuktian nasab anak atau penetapan hak asuh, 

sehingga mengurangi ketidakpastian hukum. 

2. Manfaat Praktik Penelitian dapat mendorong revisi peraturan, 

seperti penguatan peran pengadilan agama dalam pengakuan 

anak luar kawin atau pencatatan perkawinan untuk mencegah 

masalah perceraian yang tidak terdokumentasi. 
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B. Jenis-Jenis Sumber Bahan Hukum 

1.     Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019) 

Pasal 2 ayat (1): Sah menurut agama. 

Pasal 2 ayat (2): Perkawinan wajib dicatatkan. 

Pasal 42–43: Status anak sah dan anak luar kawin. 

Pasal 39: Perceraian harus melalui pengadilan 

Peraturan Perundang-undangan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU 

No. 16 Tahun 2019. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

jo. UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016. 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. 

UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan jo. UU No. 24 Tahun 2013. 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

UU Perkawinan. 
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